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LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)



Puji syukor kepada Allah SWT, atas rahmat dan kanrma-Nya sehmgga penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun

2019 dapat diseiesaikan tepat waktu. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selama tahun

2019 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian

kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal baik yang telah berhasil maupun yang

belum dapat dicapai.

Penyusunan LKjIP ini telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini telah diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal beserta analisis capaiannya selama tahun 2019. Secara umum target kinerja

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah berhasil dicapai dengan baik. Meskipun

demikian kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang

belum dapat dicapai selama tahun 2019. Dan hal ini akan menjadi bahan guna

merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun

berikutnya. Akhirnya kami berharap agar LKjIP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

tahun 2019 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di

lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam rangka meningkatkan kinerja di

masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal, merupakan LKjIP kelima dari Renstra tahun 2015-2019. Selain dalam

rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Nomor W5-U/3494/OT.01.2/XH/2019 tanggal 20 Deseember 2019 Perihal

Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019

perihal yang sama.

Dalam LKjIP ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal No. W5-U3/178/OT.01.02/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 kemudian

Indikator Kinerja di reviu dan di sinkronisasikan dengan Rancangan Rencana

Strategis 2020-2024. Dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja

yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menetapkan 4 sasaran

strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Keempat sasaran strategis tersebut

diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja dan 14 (empat

belas) target kinerja.
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A. LATARBELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan

semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai

peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden

Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk

mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah

satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (goodgovernance).

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berkewajiban menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2019 disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama

tahun 2019 dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, serta sebagai umpan balik

untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun mendatang.

Secara kronologis penerapan SAKIP dilakukan dengan : a) mempersiapkan dan

menyusun rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis

untuk mencapai tujuan ; b) menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan

Bl^^3f c^^&'S^w^
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1. Pidana
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a. Persentase sisa pertcara yang diseiesaikan

1. Pidana
2. Perdata

Indikator Kinerja                   Capaian

SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel.

Negeri Kuala Tungkal ; c) menyusun Penetapan Kinerja ; d) merumuskan

Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan pelaksanaan program

dan kegiatan ; e) memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan ftingsi;

f) melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji

kinerja actual dengan rencana /target yang ditetapkan dan membandingkan dengan

kinerja tahun sebelumnya; serta g) melakukan evaluasi secara keseluruhan.

Penerapan SAKIP tahun 2019 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya

dan dilaksanakan pada tahun pertama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berdasarkan Rencana Strategis Periode 2015 -

2019. Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga

dapat dijadikan salah satu instrument utama. Dalam pelaksanaan pembaharuan

untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan lembaga peradilan yang baik,

transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

dapat dilihat dari pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran

strategis tersebut diilustrasikan dalam tabel berikut:
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SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan
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d. Persentase putusan perkara yang menarik
perhariao mas^srakal ^ang dapat dsakses
secara online dalam waktu I hari putus

c.  Pmersiase perkara ymg drajuka^^ bai^i^g.
kasasi dan PK secara lengkap das tepat waktu

b.  Persentase perkara yang diseiesaikan meiaiui

mediasi

pihak tepat waktu

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengeiolaan Penyelesaian

Perkara
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B. TUGAS DANFUNGSI

Tugas

Tugas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai salah satu Lembaga Peradilan,

Pelaksana kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili,

Memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh

para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor : 08 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun

2009 beserta penjelasannya.

Fungsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1.Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili,

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Negeri dalam tingkat pertama.
2.Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta

jajaran staf Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berada dibawah binaannya,

baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan

keuangan.

3.Fungsi  Pengawasan, yakni  mengadakan  pengawasan  melekat   atas

pelaksanakan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan

terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar

peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajamya.

4.Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat

tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diperlukan

5.Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang

dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepamteraan pidana, dan kepaniteraan

hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan

kepegawaian, urusan keuangan dan urusan umum.
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6. Fungsi Lainnya,

a.Penyelenggaran Sistem Informasi melaiui perangkat teknoiogi informasi

berbasis keterbukaan dan transparasi informasi dengan memberikan akses

yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan

(vide : Pasal 52A, undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang

Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2009 tentang

Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di

Pengadilan).

b.Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik (Vide :

Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/01/SK/I/2010 jo SK

Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/SK/BUA/I/2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penyerapan APBN di Lingkungan Mahkamah

Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

C. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Secara garis besar struktur organisasi

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sebagai berikut:
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Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang

membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan

Ketua Pengadilaa Dibawah struktur jabatan terdapat jabatan Wakil Ketua.

Panitera yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua membawahi bagian

fungsional, sedangkan Sekretaris membawahi bagian struktural. Pada bagian

fungsional terdapat tiga bagian kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera

Muda, yaitu masing-masing Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan

Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga Kepala Sub

Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian

Kepegawaian dan Ortala, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknoiogi

Informasi dan Pelaporan. Tiap-tiap Kepala Sub Bagian membawahi stafhya

masing-masing. Sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti

mempunyai garis koordinasi langsung dengan Panitera.
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1.Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan

pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah

laku/perbuatan Hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah eksekusi yang

berada diwilayah hukumnya  untuk diseiesaikan dan dilaporkan kepada

Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan

tentang Penasehat Hukun dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada

Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan

teknis  pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau

peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara tanpa biaya,

membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan

serta merta terhadap perkara yang dimohonkan, mengevaluasi  laporan

penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera   Pengganti,

selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik

kepada Pengadilan Tinggi Jambi.

2.Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya dan selaku

koordinator pengawasan.

3.Majelis Hakim adalah bertugas menetapkan ban sidang, memeriksa dan

mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal

Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar

sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan

dan  kebenaran  berita   acara   persidangan serta   menandatanganinya,

mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani

putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan

dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan

kepadanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)I 2019
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4.Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

sidang pengadilan, bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara,

putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat - surat lainnya

disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur

tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar

semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan,

mengirimkan berkas perkara.

5.Sekretaris melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-

menyurat, penyusun arsip dan pembinaan administrasi kepegawaian, umum,

keuangan, dan pelaporan serta  tatakelola administrasi  perkantoran di

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

6.Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata,

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,

mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan

singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus

dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7.Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana,

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,

mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register disertai catatan

singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah selesai diputus

dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

8.Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji
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data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan

arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji basil evaluasi dan laporan

periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan

Pengadilan, serta menerima adanya pengaduan / laporan.

9.Kasubbag Kepegawaian dan Ortala adalah melaksanakan sebagian tugas

Sekretaris dalam mengeiola dan membina administrasi Kepegawaian di

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, perumusan kebijakan fasilitas

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

10.Kasubbag Umum dan Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas

Sekretaris  dibidang pengeiolaan kantor  dan pembinaan keuangan di

lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta perumusan kebijakan

fasilitasi   pelaksanaan  pengeiolaan  keuangan  berdasarkan  peraturan

perundang-undangan yang beriaku.

11.Kasubbag  Perencanaan,  TI, dan  Pelaporan  mempunyai  tugas

merencanakan anggaran, mengeiola dan melakukan pemeiiharaan perangkat

lunak, serta membuat berbagai laporan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang beriaku.

12.Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti

dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam

hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap

ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik

putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan

berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana, maupun perdata  serta

berkoordinasi dengan petugas IT untuk dimuat di dalam website Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal bila telah selesai dimutasi.

13.Jurusita/ Jurusita Pengganti bertugas membantu hakim dalam menjalankan

panggilan sidang maupun bermacam pemberitahuan kepada para pihak yang
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D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal selama tahun 2019 dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pengantar

IkhtisarEksekutif

BAB I  Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama ( strategic issued ) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini disajikan ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB in Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai

berikut:

1.Membandingkan antara target dengan  realisasi kinerja tahun

ini.

2.Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3.Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi.

4.Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada )
5.Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
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sedang berperkara, baik dalam tingkat pertama maupun setelah melakukan

upaya hukum lainnya.
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6.Analisis atas eftsiensi penggunaan sumber daya

7.Analisis  program kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

b. Realisasi Anggaran.

Pada Sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN, berisi antara lain: 1. Perjanjian Kinerja 2019; 2. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal; 3. Indikator Kinerja Utama (KU) 2019;

4. Rencana Kinerja Tahunan 2020; 5. Matrik Renstra 2015-2019; 6. SK. Tim

Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
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A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,

yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah

Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035

dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019)

sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai

pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam

pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2015-2019 pada hakekatnya

merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan

sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainannya melaiui

pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempumaan dan pembaharuan

terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai

proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang

prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap

peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan

tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi

merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar

acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target

yang ditetapkan.

L
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1. VISI dan MISI

VISI
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-

cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal.

Visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang akan menjadi pandangan dan arah

ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam

mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah

ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Visi Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan visi Mahkamah Agung RI yang

dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

YangAgung"

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melaiui kekuasaan kehakiman

yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan

fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang

Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan

institusi.

MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan

Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan

Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP)I 2019
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dapat mengetahui dan mengenai keberadaan dan peran Instansi Pemerintah

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan Misi dari

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1.Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

2.Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3.Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II.

4.Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II.

Penjelasan keempat  Misi  Badan Peradilan yang digagas  dalam rangka

memastikan "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" dua

puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas H

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah

adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu

kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebagai sebuah

lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian Hakim dalam

menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian

menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana Badan Peradilan telah

mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial

(konsep satu atap). Maka fungsi perencanaan, pelaksaan serta pengawasan

organisasi, administrasi dan finansial seluruh Badan Peradilan di Indonesia

harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu

pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain

yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengeiolaan anggaran berbasis

kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk
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Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas 0 juga mengandung aspek kemandirian hak untuk

memutuskan (kemandirian individual/fimgsional) yang terkait erat dengan

tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan

yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu

juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para

hakim mengenai masalah-masalah hukum yang bcrkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari

Keadilan
Tugas Badan Peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini orientasi perbaikan

yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan

dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal Kelas II untuk meningkatkan pelayanan publik dan

memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang

subjektif karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai

sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan

putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua

belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan selain menyentuh aspek yudisial yaitu

substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan juga akan meliputi

peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses

yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara
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memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia
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3.Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal Kelas II

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II akan

menentukan kualitas dan kecakapan gerak arah perubahan Badan Peradilan

dalam sistem satu atap, peran pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

Kelas II selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu

untuk merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan

manajerial), dan tanggung jawab hams dialur sedemikian rupa agar berdaya

guna dan berhasil guna, serta mudah diawasi. Pengawasan yang ketat secara

terus menerus untuk mencapai daya kerja yang optimal.

4.Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal Kelas D

Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari

keadilan kepada Badan Peradilan. Upaya untuk menjaga Kredibilitas akan

dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan serta

publikasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk

pertanggung-jawaban publik, adanya pengeiolaan organisasi yang terbuka,

juga untuk membangun kepercayaan pengembangan kepentingan didalam

Badan Peradilan itu sendiri. Melaiui keterbukaan informasi dan pelaporan

internal personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jajaran

karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta

penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Teriaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara serta

jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha

personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga

integritasnya.
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pencari keadilan.
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2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal seperti

yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut haras

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusan tujuan strategis organisasi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berusaha mengidentifikasi apa yang

akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam

memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya

dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini

juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur

sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan. Jadi sasaran strategis adalah cara mencapai tujuan dan

sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN

tahun 2015- 2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka hasil reviu

sasaran strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut:

1.Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

2.Peningkatan Efektifitas pengeiolaan penyelesaian perkara;

3.Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat mi skin dan terpinggirkan;

4.Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
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Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah

menetapkan Kinerja Utama dan Indikator tersebut telah direviu untuk

mempertajam sasaran strategis.

Tabel1

Tujuan. Sasaran, dan Indikator Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
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3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK
Program Utama merupakan unsur utama yang haras ada demi terciptanya suatu

kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu

program.

a. Program Utama

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung

pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program

dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Gckm^B tettata yzkm ra

•-1•-*^tt;—••^^•-

Jl_U pooc^n kcadilM.
U^tttttfa^)

Di lac tfAme pe^^d^^ ^U pafc" v-f
&fcsaiifc&fcM*fciiitiipMi^^Si^eti^tgj^

b kdilitie mant^l xaWcatiaii. lattm>t
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b.Peningkatan aksepibilitas putusan Hakim

c.Peningkatan efektifitas pengelolaanpenyelesaian perkara

d.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice)

e.Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok: Pembinaan Administrasi dan PengelolaanKeuangan

Badan Urusan Administrasi

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

a.Peningkatan kualitas pengawasan

b.Peningkatan kualitas sumber daya manusia

3.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung
Kegiatan Pokok: Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan

Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untukmencapaisasaran strategis:

a.Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

b.Peningkatan pembinaan administrasi dan pengeiolaan keuangan di

lingkungan peradilan

b. Rencana Kinerja Tahnn 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Penetapan Kinerja

Tahun 2019 yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang diformalkan

No. W5-U3/ 115 /SK/IKU/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 dan dikaji

sebagai berikut:
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0%

100%

5%

100%

85%

100%

90%
85%
80%

10%
10%

85%
80%

100%
100%

Persentase putusan
petkara yang menarik
perhatian masyarakat yang
dapat dr^kses secara on^i^e
dalam waktu 1 hari seteiah
diputus

Perse^tase berkas perkara
yang diajukan banding,
kasasi, dart PK secara
lengkap dan tepat waktu

Persentase perkara yaurg
diseiesaikan melaiui

Persentase 1st putusan
yang diterima oleh para
p^hak tepat waktu

Index responden pencari
keadiiart yang puas
terhadap layanan
peraditan

Persentase perkara pidana
anak ya^^ d^seiesaikan
denqan diversi

1. Banding
2. Kasasi
3. Peninjauan Kembali

Perserrlase perkara yarsg
tidak mengajukan upaya

Persentase penurunan sisa
perkara.
1. Perdata.
2. Pidana.

Persentase perkara yang
diseiesaikan tepat waktu.
1. Pecdata.
2. Pidana.

Persentase sisa perkara
yang diseiesaikan
1. Psr^afca.
2. Pidana.

d.

i

c

6.

3.

I
f.

j
e.

i.

j

d.

c
1

!

t,

I

a.

Tabel 2

Rencana Kinerja Tahun 2019
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2019 merupakan tolak

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian kinerja

disusun berdasarkan rencana kinerja tahun 2019 yang disusun pada awal tahun

2019.

Dengan adanya hasil reviu Renstra 2015-2019 dari Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka penetapan kinerja Mahkamah Agung

tahun 2019 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2019.

50%

100%

0%

100%

Persentase  putusan  perkara
^erdata  yang  tjasndaWanjuti
(dieksekusi)

c. Persentase pencari
kead^lai^ t^t^s^igsn
tertentu yang mendapat
layanan bantuarr hukum
(posbakum)

b. Persentase perkara yang
disetesaikan di tor
gedung pengadilan

a. Perserrtase perkara prodee
yang diseiesaikan
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0%

100%

5%

100%

85%

100%

90%
85%
80%

10%
10%

85%
80%

100%
100%

d. Persentase putusan
perkara yang menarik
perhattan masyarakat
yang dapat drakses secara
online dalam waktu 1 hari
seteiah diputus

c Persentase bericas perkara
yang diajukan banding,
kasasi, dan PK secara
lengkap dan tepat waktu

b. Persentase perkara yang
diseiesaikan melaiui
medsasi

a. Persentase isi putusan
yang diterima oleh para
pihak tepat waktu

f.   Index responden pencari
keaditan yang puas
terhadap layanan
peradlian

e.  Persentase perkara pidana
anak yang diseiesatkan
denqan diversi

d. Persentase perfcara yang
tidak mengajukan upaya
bukum:
1. Banding
2. Kasasi
3. Peninjauan Kembaii

c Persentase penurunan sisa
perkara.
1. Perdata.
2. Pidana.

6. Persentase perkara yang
diseiesaikan tepat waktu.
1. Perdata.
2. Pidana.

a. Persentase sisa perkara
yang diseiesaikan
1. Perdata.
2. Pidana.

i

Tabel 3

PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TAHUN 2019
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Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019
DIPA 03    Rp.  124.042.000,-      (98^3%)
DIPA 01    Rp. 4.148.823.282,-      (95,30%)

Rp5.520.000,-
Rp.   3.315.652.000,-
Rp.    1.032.040.000,-
Rp.51.000.000.-
Rp.   4.404.212.000,-

Anggaran:
Rp.126.270.000,-

Kegiatan:

1.DIPA 03 Dirjen Badilum

2.DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
•Pengeiolaan Keuangan

•Gaji dan Tunjangan
•Operasional dan Pemeiiharaan

•Belanja Modal
Jumlah PAGU 01

50%

100%

0%

100%

ntase  putusan  perkara
ta  yang  ditmdaklanjuti
ekusi)

c Persentase pencari
keadiian gobmgan
tertentu yang mendapat
layanan banhian hukum
(posbakum)

Persentase perkara yang
(fiseiesaikan di hrar
gedung pengadilan

ersentase perkara
prodeo yang diseiesaikan
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100,6%
86,68%

125%

-1500%
55,5%

111,22%
107.81%

100%
100%

90,54%
73,68
100%

90%
85%
80%

-150%
5,55%

10%
10%

94,54%
86,25%

85%
80%

100%
100%

100%
100%

d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum:
1.Banding
2.Kasasi
3.Peninjauan Kembaii

f^^rsentase pentaunan
perkara.
1.Perdata.
2.Pidana.

b.  Persentase perkara yang
diseiesaikan tepat waktu.
1.Perdata.
2.Pidana.

ersentase sisa pericara
ang diselesafcan
.Pentiata.
.Pidana.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2019 merupakan pencapaian

atas target kinerja tahun Pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun

2015-2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

tahun 2019 dilakukan dengan cam membandingkan antara target pencapaian indikator

kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun

demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan

dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4

Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

2019Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (0742)-21202- 7351000

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019

secara umum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian

sebagaian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Namun

demikian disisi lain masih terdapat target indikator kinerja sasaran strategis yang

belum sesuai dengan yang ditetapkan.

200%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

100%

97,54%

100%

100%

100%

0

OS.

0%

100%

0%

100%

82,91%

100%

50%

100%

0%

100%

0%

100%

5%

100%

100%

^^erdata   yang   ditindakianjuti

c.  Persentase peocari

tertentu yang mendapat
laya^^r 'o^ntman ^ukum
iposbakurn)

ij-   Pe.rsentase perkara yaog
diseiesaikan ds iuar

a.  l^ers-e^tsse perfesra
prodeo yang diseiesaikan

d^  Persentase putusan

perhatian masyarakat yang
dapat diafcses secara on^oe

diputus

c Perse^t^^^ ^eff^ss ^er*^^^
yang diajukan banding,
kasast^ da^: PK serara
^^ngkap <san tepat nvaktu

t>.   Persentase perkara yang
diseiesa^kan meialui

a.  Persentase isi putysan
yang diter^^a o^eh para
p^rak tepat v*aktsi

f.   Index respojxten pencari

terhadap iayanan

!
e., Persentase ^rerkara i^dana

anak yang diseiesaikan
dengan diyersa

b^^^ _^_^^^

4.

3.

2.
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PENGUKURAN KINERJA (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja)

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2019

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing

indikator kinerja utama.

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA
Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi

dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal tingkat capaian kinerja

dihitung dengan ramus sebagai berikut:

Realisasi
Tingkat Capaian Kinerja  =     X100

Rencana

Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki

karekteristik khusus) yaitu jika "semakin besar nilai realisasi", mengandung makna

kinerja "semakin tidak baik" atau sebaliknya maka ramus yang digunakan adalah

sebagai berikut:
Rencana - (Realisasi - Rencana)

Tingkat Capaian Kinerja =       X 100
Rencana

Dengan ramus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian

kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat

capaian kinerja akan semakin tinggi.

Dalam kedua ramus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan

menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan sistem informasi data kinerja

yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasi haras disediakan

secara memadai agar informasi yang baik yaitu: valid, lengkap, tepat waktu dan

relevan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)I 2 019
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= 0 perkara

= 12 perkara

= 12 perkara

= 0 perkara

= 17 perkara

= 170 perkara

= 169 perkara

= 18 perkara

- Sisa tahun 2019

- Putus tahun 2019

- Masuk tahun 2019

- Sisa tahun 2018

• Pidana Anak

- Sisa tahun 2019

- Putus tahun 2019

- Masuk tahun 2019

- Sisa tahun 2018

• Pidana Biasa

a. Perkara Pidana.

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut:

ANALISIS KINERJA DI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2019 mengacu pada

indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir

tahun 2019, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melaksanakan seluruh kegiatan

yang menjadi tanggung jawabnya.

Jumlah perkara yang diterima, diproses, diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal:

= sangat baik

= baik

= cukup

= kurang

= sangat kurang

>100

86    -      100

71    -        85

56    -      70

0    -      55

sebagai berikut:

Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian
SKALA PENILAIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)12019
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= 0 perkara

= 1 perkara

= 1 perkara

= 0 perkara

= 0 Perkara

= 24 Perkara

= 10 perkara

= 3 perkara

= 15 perkara

= 24 perkara

= 4 perkara

- Sisa tahun 2019

- Putus tahun 2019

- Masuk tahun 2019

- Sisa tahun 2018

• Gugatan Sederhana

- Mediasi berhasil

- Mediasi tahun 2019

- Sisa tahun 2019

- Dicabut

- Putus tahun 2019

- Masuk tahun 2019

- Sisa tahun 2018

• Gugatan

b. Perkara Perdata.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)I 2019

•Pidana Ringan/ cepat/ lalu lintas

-Sisa tahun 2018= 0 perkara

-Masuk tahun 2019= 2349 perkara

-Putus tahun 2019= 2349 perkara

-Sisa tahun 2019= 0 perkara

•Pra peradilan

-Sisa tahun 2018=0 perkara

-Masuk tahun 2019=1 perkara

-Putus tahun 2019=1 perkara

-Sisa tahun 2019=0 perkara

•Pidana Banding=11 perkara

•Pidana Kasasi=0 perkara

•Pidana PK=0 perkara

Denda/ganti rugi dari perkara cepat=Nihil

Denda dari perkara lalu lintes/tilang =  Rp. 160.580.000,-
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Jumlah perdata  """"

Gugatan
Gugatan Sederhana
Permohonan

/Jumlah pidana

Pidana Biasa
Pidana Anak
Pidana C/R/LL
Praperadilan

Tabel 5

Tingkat capaian kinerja penyelesaian perkara pidana dan perdata tahun 2018

Rincian tingkat  capaian kinerja masing-masing indikator tersebut

diilustrasikan dalam tabel berikut:

=8 perkara

=5 perkara

=0 perkara

=2 perkara

•Perdata Banding

•Perdata Kasasi

•Perdata PK

•Eksekusi

= 1

= 82 perkara

= 82 perkara

= 0 perkara

= 0 perkara

• Permohonan

-Sisa tahun 2018

-Masuk tahun 2019

-Putus tahun 2019

-Dicabut

-Sisa tahun 2019
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Analisa keenam indikator kinerja dari sasaran pertama ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja La : Persentase Sisa Perkara yang di selesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diseiesaikan adalah

perbandingan sisa perkara yang diseiesaikan dengan jumlah sisa perkara yang

haras diseiesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya). Sedangkan ukuran capaiannya

adalah perbandingan antara realisasi perkara yang telah diseiesaikan dengan target

yang ditetapkan.

Capaian indikator persentase perkara yang diseiesaikan tahun 2019 dibandingkan

tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut:

97,54% I

100% 1

100.6% •
86,68% :

125% I

:j
-1500% *

553% i

11132%
107,81%

100% i
100% i

85%

100%

90%
85%
80%

10%
10%

85%
80%

100%
100%

82,91%

100%

9034%
73,68

100%

• -150%

535%

9434%
86,25%

100%
100%

82,90%

100%

95,85%
160%
80%

77,77%
47,05%

96,33%
92,07%

100%
100%

f^feT7EjjifS

82,8S%

0%

92%
66,67%

80%

-200%
-16134%

80,43%
77,63%

100%
100%

f.  Index responden pencari
keadilan yang poas leihadap
layanan p^^adilan

e. Petsentase perkara pidana
anak yang diseiesaikan
dengan dtveisi

d.  Petsetitase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum:

1. Banding
2. Kasasi
3.  Penuijauan Kembali

c.  Persentase penurunan sisa
peikara.

1.  Perdata.
2. Pidana.

b. Persentase   peikara      yang
diseiesaikan tepat waktu
1.  Perdata
2. Pidana

a. Persentase sisa perkara yang
disekxaikan
1. Perdata
2. Pidana

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1: Peningkatan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara pada tahun 2019, dan dibandingkan

dengan penyelesaian perkara pada tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara
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Realisasi =    || x 100%

Realisasi =   100%

Nilai capaian 100% didapat dengan cara membagi persentase realisasi dengan

persentase target yang direncanakan pada Rencana Kinerja Tahun 2019.

18
-

18

4
-

4

18
-

18

4
-

4

PktanaAnai

Pidana Biasa

Jumtoh

Perdata Pemnohonao

Pe^data ^ii^s^a^

[   ~   •_...:•_.]

Pada perkara baik perdata maupun pidana, capaian terhadap target tahun 2019

mencapai 100%, karena selurah peikara sisa tahun 2018 telah diseiesaikan

seluruhnya di tahun 2019 dengan rincian perkara perdata sebanyak 4 perkara

gugatan. Sedangkan perkara pidana sebanyak 18 perkara, yaitu dengan

penghitungan sebagai berikut:

Jumlah Sisa Perkara vanq diseiesaikan  x ^qqi>/0
Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaiki

Tabel 8

Penyelesaian sisa peikara

100%
. 100% .

100%
1^0%

100%,100%
100%

100%
100%

a. Persentase sisa perkara
yang diseiesaikan

1. Perdata
2. Pidana

Tabel 7

Indikator 1 sasaran 1
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82

18

Jumtih 82 perkara

0     j       82

Jumlah 28 perkara

4     j       24
PCfdasa Gugatan

F'        '   "

Tabel 10

Penyelesaian perkara perdata tepat waktu

Jumlah Perkara vanq harus diseiesaikan  x1Oo%
Jumlah Sisa Perkara yang ada

Pada tahun 2019, realisasi sisa perkara yang diseiesaikan tepat waktu mencapai

94,54% untuk perkara perdata, dan 86,25% untuk perkara pidana. Persentase

realisasi tersebut didapat dengan menghitung perkara yang telah dijelaskan diatas

dengan ramus:

Ill 22%
107,81%

85%
tm.

94.54%
..8635%

9633%
92,07%

80,43%
77,63%

b. Persentase   perkara  yang
diseiesaikan tepat waktu
1.  Petdata
2.

Indikator Kinerja l.b : Persentase perkara yang diseiesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diseiesaikan tepat

waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diseiesaikan pada tahun berjalan

dengan jumlah perkara yang ada. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara persentase perkara yang telah diseiesaikan tepat waktu

dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 9

Indikator 2 sasaran 1

Capaian =   ^^ x 100%

Capaian =   100%

x 100%Capaian
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12

1S2

Jumlah 12 peikara

-       |      ,2
Jumlah 187 perkara

18    |    169

Tabel 11

Penyelesaian peikara pidana tepat waktu

Pidana Anak

Pidana Biasa

x100%Capaian

Capaian =   111,22%

94.54%
85%

Capaian = Realisasi  x100%
Target

Realisasi =   94,54 %

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana

pada tahun 2019 capaian untuk perkara perdata yang diseiesaikan dengan tepat

waktu adalah sebesar 111,22%, dengan perhitungan sebagai berikut:

x 100%

x100%

104
110

Realisasi =

Realisasi

Capaian tersebut diperoleh dari sisa perkara Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

tahun 2018 yang haras diseiesaikan pada tahun 2019, di lam bah dengan jumlah

perkara yang ada. Seperti pada perkara perdata gugatan, jumlah perkara yang

diseiesaikan sebanyak 22 perkara dari total 28 perkara yang ada. Dan perkara

permohonan jumlah perkara yang diseiesaikan sebanyak 82 perkara dari total 82

perkara. Jika diaplikasikan angka-angka perkara tersebut untuk perkara perdata

didapatkan realisasi 2019 sebesar 94,54%, mengalami penurunan dibanding tahun

2018 sebesar 96,33%, namun masih lebih baik dibanding tahun 2017 yang sebesar

80,43%.
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Capaian. Target x100%

Capaian. 8^'^ x100%

Capaian.  107,81%

Berdasarkan besaran target dan persentase realisasi diatas didapatkan capaian

perkara yang diseiesaikan tepat waktu sebesar 111,22% untuk perdata dan

107,81% untuk perkara pidana.

Indikator Kinerja l.c : Persentase penurunan sisa perkara

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara sisa perkara

tahun berjalan dan sisa perkara tahun sebelumnya, difungsikan sebagai berikut:

Sisa perkara tahun sebelumnva - Sisa perkara tahun berialan x ioq%
Sisa perkara tahun sebelumnya

Target penurunan sisa perkara tahun 2019 sebagaimana ditetapkan melaiui

penetapan kinerja Tahun 2019 adalah sebesar 10% baik perkara perdata maupun

pidana. Realisasi dan capaian indikator kinerja penurunan sisa perkara tahun 2019

ditampi I kan pada tabel berikut:

Realisasi    IS?    x 100%

Realisasi =   86,25 %

Realisasi penyelesaian perkara pidana tahun 2019 yang tepat waktu sebesar

86,25%, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 92,07% namun

masih lebih tinggi dibanding tahun 2017 sebesar 77,63%. Sedangkan target 2019

adalah sebesar 80%, maka capaiannya adalah:
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Sedangkan pada perkara pidana yang telah diseiesaikan sebanyak 182 perkara dari

total 199 perkara (12 diantaranya termasuk peikara anak). Dapat dilihat seperti

dibawah ini:
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Realisasinya sebesar -150%, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar

77,77% namun masih diatas tahun 2017 yang sebesar -200%.

Dan target penurunan sisa perkara perdata tahun 2019 adalah sebesar 10%, maka

capaiannya adalah sebesar -1500% sebagaimana penghitungan capaian berikut:

Capaian- Egg- x100%

Capaian- ^^ x100%

Capaian. -1500%

Realisasi. -150%

Realisasi. j x 100%

x 1Oo%Realisasi

Dari data sisa perkara tersebut dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara perdata

0

10

Sisa 2019

0

4

Sisa 2018

1

17

Sisa 2017

1   11
^, Sisa 2016-

Fenfata Penrtohonan

Perdata Gugatan

^^^/erkara.Perdate^j^^.

Sisa perkara 2018 perdata adalah sebanyak 4 perkara, sedangkan sisa perkara

perdata tahun 2019 sebanyak 10 peikara.

Tabel13

Perbandingan penurunan sisa peikara perdata

Tabel 12

Indikator 3 sasaran I
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Indikator Kinerja Ld : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding, Kasasi dan PK

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2019 ditampilkan

pada tabel berikut:

Capstan, jargst x100%

Capstan = ^0% x 100^

Capaian "  55,5 %

Target penurunan sisa perkara pidana tahun 2019 adalah sebesar 10%, maka

capaiannya didapat sebesar 55,5% sebagaimana perhitungan dibawah ini:

Realisasi.  5,55%

Realisasinya sebesar 5,55%, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yaitu

sebesar 47,05%, dan mengalami kenaikan bila dibanding tahun 2017 yang sebesar

-161,54%.

Realisasi.  1   x 100%
18

Realisasi. 1^1I x100%
18

Pada perkara pidana sisa 2018 sebanyak 18 perkara dan sisa tahun 2019 sebanyak

17 perkara. Dari data sisa perkara tersebut dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara pidana

17

Sisa 2019

-

18

Sisa 2018

34

Sisa 2017,,,

-

1 "3
PktanAtmk

Pidana Biasa

Tabel 14

Perbandingan penurunan sisa perkara pidana

2019Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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Dari total 201 putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal,

terdapat 182 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding yang terdiri

dari 10 perkara gugatan, 1 perkara gugatan sederhana, 162 perkara pidana biasa,

dan 9 perkara anak. Jadi bila diterapkan ramus mencari persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum untuk mengetahui persentase realisasinya adalah

sebagai berikut:

Jumlah perkara vanq tidak menqaiukan upava hukum x100%
Jumlah putusan perkara

Sedangkan Indikator kinerja kali ini difungsikan sebagai berikut:

1

10
9

162

-

-

-

-

-

5
-

-

-

8
3
8

1

IS
12

170

••-•-•

Gnsxtan Sederhana

Perdata Gugatan

Pidana Anak

Pidana Biasa

4

3
2

1

Tabel16

Upaya Hukum

Untuk menganalisa indikator kinerja sasaran ini dibutuhkan data perkara yang

mengajukan upaya hukum baik perdata gugatan dan permohonan maupun pidana

biasa dan juga pidana anak, dapat diilihat sebagaimana tabel berikut ini:

86,68% j
100.6% ]

11
^jjjl

80%
85%
90%

ums^^
1 73.68
(9034%

80%
160%

95,8S%

80%
66,67%

92%

3.  Peninjauan Kemhali
2. Kasasi
1.  Banding
hukum:
tidak mengajukan upaya

f  • •miT'ir it        1
d.  Persentase petkara yang

Tabel 15

Indikator 4 sasaran 1
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Capaian.   gfa       X1OO%

Capaian.  100,6%

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 100,6%.

Dari total putusan perkara banding sebanyak 19 perkara, yang tidak mengajukan

upaya hukum Kasasi sebanyak 14 perkara. Sehingga bila diterapkan ramus

tersebut didapatkan realisasi 2019 adalah sebagai berikut:

Realisasi =     ^j|   x 100%

Realisasi =    73,68%

Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019 sebesar

73,68%, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 160% dan naik bila

dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 66,67%. Sedangkan target perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sesuai RKT tahun 2019 adalah

sebesar 85%, maka persentase capaiannya adalah sebesar 242,42% seperti

perhitungan berikut ini:

Realisasi.    <^ x100%

Realisasi.    ^p x100%

Realisasi =     90,54 %

Realisasi 2019 sebesar 90,54%, mengalami penurunan dibanding tahun 2018 dan

tahun 2017 masing-masing sebesar 95,85% dan 923%. Sedangkan target peikara

yang tidak mengajukan upaya hukum banding sesuai RKT tahun 2019 adalah

sebesar 90%, maka persentase capaiannya adalah:

- ^
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Capaian.  ^ x100%

Capaian.  125%

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar 125%.

Indikator Kinerja l.e : Persentase Perkara Pidana Anak yang diseiesaikan

dengan Diversi

Sebagaimana diketahui, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang

Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) mengatur persyaratan diversi yaitu

bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran, tindak pidana

ringan, tindak pidana tanpa korban maupun tindak pidana yang menyebabkan

Capaian. Target x100%

Capaian • ^ffjj^ x 100%

Capaian •  86,68 %

Dari 5 perkara kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung, tidak satupun

yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sehingga bila diterapkan

ramus tersebut didapatkan realisasi 2018 adalah sebagai berikut:

Realisasi =|    x 100%

Realisasi.100%

Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun

2019 sebesar 100%, mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 dan 2017 sebesar

80%. Sedangkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan

Kembali sesuai RKT tahun 2019 adalah sebesar 80%, maka persentase capaiannya

adalah:
„ . Realisasi .-„,
CaP>an'  Target     x100%
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-

-

-

1

2
-

1

2
-

12

10

3

fa  M" ^

2018

r   kit

Tabel18

Diversi dan pidana anak

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja ini pada tahun 2019 ditampilkan pada

tabel berikut:

Tabel 17

Indikator 5 sasaran 1

Jumlah perkara pidana anak vanq diseiesaikan secara Diverei    x >foo%
Jumlah perkara pidana anak (yang memenuhi persyaratan Diversi)

kerugian yang nilainya tidak melebihi dari nilai upah minimum provinsi setempat

serta tindak pidana yang hukuman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh).

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara

pidana anak yang diseiesaikan secara Diversi dengan jumlah perkara pidana anak

yang masuk, difungsikan sebagai berikut:

2019Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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1,00-1,75   |
1,76-2,50
2,51-325

326-4,00   1

25,00-43,75
43,76-62,50
62,51-8125

f~-— -•——**^--. 11, i. . i n. 1. 1— i ^i 1 .11  ^-

8126-100,00

D (Tidak Baik)
C (Kurang Baik)
B(Baic)
A (Sangat Baik)

1  4.
3.

2.
j   1.

Indikator Kinerja l.f : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas

terhadap Layanan Peradilan

Indikator kinerja ini didapatkan dari hasil survey yang telah dilakukan kepada

pengunjung di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Survey disebar dalam jangka

waktu selama + 3 (tiga) bulan oleh tim survey untuk mengukur tingkat kepuasan

para pengguna peradilan sekaligus para pencari keadilan.

Tabel 19

Kategori Mirtu Pelayanan

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian perkara pidana

anak yang diseiesaikan dengan cara diversi sebesar 100%.

x 100%7^
100%

100%

Capaian

Capaian.

Pada tahun 2019 terdapat 12 perkara anak. Dari 12 perkara tersebut ada 1 (satu)

peikara yang melaiui proses diversi (ancaman dibawah 7 tahun) dan perkara

tersebut berhasil melaiui diversi. Berdasarkan data tersebut, perhitungan

realisasinya adalah sebagai berikut:

Realisasi. j x100%

Realisasi.  100%

Realisasi perkara pidana anak yang diseiesaikan secara diversi tahun 2019 masih

sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar 100%, mengalami peningkatan dibanding

tahun 2017 sebesar 0%. Sedangkan target perkara pidana anak yang diseiesaikan

secara diversi sesuai RKT tahun 2019 adalah sebesar 100%, maka persentase

capaiannya adalah:

2019Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
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Capaian. 97,54%

Berdasarkan besaran target dan realisasi diatas didapatkan capaian index kepuasan

masyarakat terhadap layanan peradilan sebesar 97,54%.

SASARAN 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengeiolaan Penyelesaian Perkara

Capaian sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengeiolaan Penyelesaian Perkara pada

tahun 2019, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2018 dan 2017

adalah sebagai berikut:

x100%8f^4Capaian

Sedangkan target index kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan sesuai

RKT tahun 2019 adalah sebesar 85%, maka persentase capaiannya adalah:

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN RB) Nomor 14 Tahun

2017 tertanggal 9 Mei 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan, maka pada tahun 2019 ini Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal mendapatkan Index Kepuasan Pencari Keadilan sebesar

82,91% dan berada pada kategori SANGAT BAIK. Selisih sangat tipis dengan

hasil survei tahun 2018 dan 2017 yang masing-masing sebesar 82,90% dan

82,85%.

Tabel20

Indikator 6 sasaran 1
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Capaian persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun

2019 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai

berikut:

Jumlah isi putusan vanq diterima tepat waktu   x 100%
Jumlah putusan

Analisa keempat indikator kinerja dari sasaran kedua ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja 2,a : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak

tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para

pihak tepat waklu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat

waktu dengan jumlah putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan

antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun

2019 difungsikan sebagai berikut:

0*4

100%

0%

1
.%l

0%

100%

5%

100%

100^4

0%

sso%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

625%

100^

d. Persentase putusan
perkara yang menarik
periiatian masyarakat
yang dapat diakses
secara online daiam
waktu 1 hari seleiah
diputus

c. Persentase berkas
perkara yang diajukan
Banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat
waktu

b. Persentase perkara yang
diseiesaikan melaiui

Mediasi

a. Persentase isi putusan
yang diterima oleh para
pihak tepat waktu

Tabel 21

Sasaran 2 : Meningkatnya Efektivitas Pengeiolaan Penyelesaian Perkara
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Realisasi  tersebut   tetap stabil jika dibandingkan dengan realisasi  tahun

sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan 2017 yang juga sebesar 100%. Persentase

100 %Realisasia

Realisasi =Hi x 100%
2S3

Dari data angka tersebut jika diukur maka persentase realisasinya mencapai 100%

seperti pengukuran dibawah ini:

1E
181

12

170

101

82

1

18

Jumlah

-

-

12

170

PkbmaAnak

Pktanatiiasa

Jumlah

-

-

-

82

1

18

Perdata Permohonan

Pmksa Gasman Sederhana

IVr^ata rjugataa

Selama tahun 2019 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengeluarkan 283 putusan

yang terdiri dari 18 putusan perkara gugatan, 1 perkara gugatan sederhana,

82 permohonan, 170 putusan perkara pidana biasa, dan 12 putusan perkara pidana

anak. Dari keseluruhan putusan tersebut, tidak ada satupun yang terlambat

diterima oleh para pihak, dengan kata lain seluruh isi putusan diterima tepat

waktu.

Tabel 23

Putusan yang diterima tepat waktu

100% J  i.  j    100% j    100%100%

. —-       '       '

a.  Persentase isi  putusan
yang diierima oleh para
pihak tepat waktu

Tabel 22

Indikator 1 sasaran 2
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Selama tahun 2019, terdapat 18 perkara yang dilakukan mediasi namun tidak

satupnn yang berhasil diseiesaikan melaiui jalur mediasi tersebut. Berdasarkan

ramus diatas sebelumnya, pengukuran besaran realisasinya adalah sebagai berikut:

18

0

18

18

Mediasi gagal

Mediasi beihasii

Jumlah peikara yang dUtdtidcan mediasi

Jumlah peikara perdala 2019       '

Tabel 25

Mediasi

0%0%6,25%
b.  Persentase    perkara

de
meialui Mediasi

Realisasi dan capaian perkara yang diseiesaikan melaiui mediasi tahun 2019

dibandingkan tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai

berikut:

Tabel24

Indikator 2 sasaran 2

Jumlah perkara vano diseiesaikan melaiui mediasi x100%
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Capaian.  100%

Indikator Kinerja 2.b: Persentase Perkara yang diseiesaikan melaiui Mediasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diseiesaikan melaiui

mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diseiesaikan melaiui mediasi

dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi, difungsikan sebagai berikut:

x100%100%

tersebut sesuai dengan target yang ingin dicapai pada RKT tahun 2019 yang juga

sebesar 100%.
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c. Persentase berk
perkara yang diaiuk
Banding, Kasasi d
PK secara lengkap d
lepat waktu

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2019 ditampilkan

pada tabel berikut:

Tabel 26

Indikator 3 sasaran 2

Jumlah berkas perkara vanq diaiukan banding kasasi dan PK secara lenqkap  xiqo%
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Indikator Kinerja 2.c : Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,

Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diajukan Banding,

Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan jumlah

berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dengan

jumlah perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK, difungsikan sebagai

berikut:

x100%

x 100%Target

0%
5%

0%

Capaian =

Capaian =

Capaian =

Hasil tersebut menunjukkan bahwa belum ada perubahan sejak tahun 2018, namun

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai

6,25%.

Sementara itu, target yang ingin dicapai pada tahun 2019 ini sebesar 5% tidak

terpenuhi karena peisentase capaiannya adalah 0%.

x 100%10

0%

Realisasi =

Realisasi =
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x100%

x100%

Target

100%
100%

100%

Capaian >

Capaian ^

Capaian •

Realisasi tersebut tetap stabil bila dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya, yaitu tahun 2018 dan 2017 yang juga sebesar 100%. Persentase

tersebut sesuai dengan target yang ingin dicapai pada RKT tahun 2019 yang juga

sebesar 100%.

x100%

+0)xlu'

x100%

100%

24
24

Realisasi =

Realisasi =

(8

Realisasi =

Dari total 24 perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut, tidak terdapat satu

perkara pun yang berkasnya tidak lengkap, dengan kata lain berkas-berkas perkara

yang diajukan upaya hukumnya di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2019

ini diajukan secara lengkap. Dan rincian pengukurannya sebagai berikut:

,ILj.<0 -"f-2*-Jumlab MCMMr -13 -

-

-

-

5

19

1

5

19

-

-

11

-

5

8

Peninjauan Kembali

Kasasi

Banding

Selama tahun 2019, pada perkara perdata gugatan terdapat 8 perkara yang

dimohonkan banding, dan 5 perkara yang diajukan kasasi. Sedangkan pada

perkara pidana perkara yang dimohonkan banding sebanyak 8 perkara, untuk

kasasi dan PK nihil, sebagaimana rincian dari tabel dibawah ini:

Tabel 27

Berkas upaya hukum
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0%
0%

0%

Capaian .

Capaian 

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana

pada tahun 2019 capaian indikator kinerja ini adalah 0%.

x100%0

0%Realisasi =

Realisasi =

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak menangani peikara tipikor sehingga tidak

ada realisasi dan capaian terhadap target putusan yang diupload dalam website.

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun

2019 adalah sebesar 0%.

10% j110%

I

!  0%0%0%

1 hari setetah dipmus
secara online dim waktu
yang  dapal   diakses
perhatian   masyarakat
peikara   yang menarik

d.  Persentase     putusan

x100%

Tabel 28

Indikator 4 sasaran 2

Jumlah putusan perkara Tipikor vanq di upload dalam website
Jumlah perkara Tipikor yang diputus

Indikator Kinerja 2.d : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah

diputus adalah perbandingan jumlah peikara tipikor yang diupload dalam website

dengan jumlah perkara tipikor yang diputus, difungsikan sebagai berikut:
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100%0%OKOK
Persenlase    perkara
prodeoyang
diseiesaikan

Capaian persentase perkara prodeo yang diseiesaikan tahun 2018 dibandingkan

tahun sebelumnya, seperti dijelaskan pada tabel di atas sebagai berikut:

Tabel 30

Indikator 1 Sasaran 3

Jumlah perkara prodeo vano diseiesaikan
Jumlah perkara prodeo

Analisa ketiga indikator kinerja dari sasaran ketiga ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja 3.a : Persentase perkara prodeo yang diseiesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase peikara prodeo yang diseiesaikan

adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diseiesaikan dengan jumlah

perkara prodeo. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2019

difungsikan sebagai berikut:

100% i

0% /

0% i

100%

0%

100%

100%

hmmtauM

;  0%

f,  m*

100%

0%

0%

^^jtfjWSfe-.p-

100%

OK

OK

c. Persenlase pencari
keadilan gokmgan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum

(posbakum)

b. Persentase perkara yang
diseiesaikan di luar

gedung pengadilan

a. Persentase peikara
prodeo yang
diseiesaikan

SASARAN 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan pada

tahun 2019, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2018 dan 2017

adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Terpinggirkan
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x100%Jumlah perkara vanq diseiesaikan di luar aedunq penqadilan
Jumlah perkara yang seharusnya diseiesaikan di luar gedung pengadilan

Indikator Kinerja 3.b : Persentase Perkara yang diseiesaikan di Luar

Gedung Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara

yang dibawa yang diseiesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara

yang seharusnya diseiesaikan di luar gedung pengadilan, difungsikan sebagai

berikut:

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana

pada tahun 2019 capaian indikator kinerja ini adalah 0%.

Capaian. E-g- x100%

Capaian.  100%  x100%

Capaian .   0 %

Realisasi =   2   x 100%
0

Realisasi =   0 %

Berdasarkan data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019

adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

liselesaikan     J

• •" - '  -  -jit r^^i'̂ f ii/"4M
I Pertara prodeo yaag masuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)I 2019

Sepanjang tahun 2019 tidak terdapat perkara prodeo. Sama jika dibandingkan

dengan tahun 2018 dan 2017 sehingga persentasenya 0%.

Tabel 31

Peikara Prodeo

Pi
^s*

I Perkara prodeo yang tliselesdikan
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Indikator Kinerja 3.c : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu

yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan jumlah pencari

keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah

pencari keadilan golongan tertentu. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

x100%

0%

034

Target

Capaian .

Capaian =

Capaian .

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana

pada tahun 2019 capaian indikator kinerja ini adalah 0%.

Realisasi.   S   x 100%
0

Realisasi =   0 %

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak menargetkan berapa perkara yang di

selesaikan diluar gedung pengadilan, sehingga tidak ada realisasi dan capaian

terhadap target. Berdasarkan hal tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini

pada tahun 2019 adalah sebesar 0%.

Pada tahun 2019, sebagaimana ditetapkan melaiui Penetapan Kinerja Tahun 2019

indikator kinerja ini tidak ditargetkan karena Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

tidak menyelesaikan perkara di luar gedung kantor pengadilan.

Tabel 32

Indikator 2 Sasaran 3
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Realisasi.   100%

Realisasi =   ^    x 100%

Berdasarkan data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja ini pada tahun 2019

adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

46

46

64

64

65

65

Jumlab pencari keadilan golongan

terleutn

Pencari keadilan golongan teitentu

y^ag. mendapslkaB la^aiuu tmtosai

hukum

Dari total 169 perkara pidana selama tahun 2019, terdapat 46 perkara yang

digolongkan pencari keadilan golongan tertentu, dan seluruhnya mendapatkan

layanan bantuan hukum dengan baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan

2017, maka persentasenyatetapstabil 100% sejak tahun 2017.

Tabel 34

Pencari keadilan golongan tertentu

100%100%

/..'#/•,

4. .-•,.-• .VIM

I 100%100%100%

(posbakum)

Persentasepencari

keadilangolongan
teitentu yang mendapat

Capaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan

bantuan posbakum tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, dijelaskan pada

tabel sebagai berikut:

Tabel33

Indikator 3 Sasaran 2

x 100%
Jumlah pencari keadilan qolonqan tertentu vanq mendapatkan lavanan posbakum

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana

Kerja Tahun 2019 difungsikan sebagai berikut:
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Pada tahun 2018 terdapat 3 eksekusi, dan 3 putusan yang ditindaklanjuti tersebut

merupakan bagian dari putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum

tetap (BHT).

x 100%Jumlah putusan perkara vanq ditindaklaniuti
Jumlah putusan perkara yang sudahh BHT

Analisa indikator kinerja dari sasaran keempat ini sebagai berikut:

Indikator Kinerja: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang

ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum

totap (BUT). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara realisasi

dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2018, difungsikan

sebagai berikut:

50%100% I 100%100%
Persentase putusan peikara
perdara yaug dtitmdaldanjuti

(dieksefcusi)h

SASARAN 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan pada tahun

2019, dan dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2018 dan 2017

adalah sebagai berikut:

Tabel 35

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

x100%

Capaian.  100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana

pada tahun 2019 capaian indikator kinerja ini adalah 100%.
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B. REALISASI ANGGARAN
Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendapatkan total alokasi

anggaran sebesar Rp 4.166.576.000,- (empat milyar seratus enam ptiluh enam jute lima

ratus tujuh puluh enam ribu rapiah), dan setelah di revisi anggaran menjadi

Rp. 4.530.482.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh jute empat ratus delapan puluh

dua ribu rapiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA sebagai

berikut:

1.  DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA 01 sebesar Rp 4.040.306.000,- (empat milyar empat puluh juta

tiga ratus enam ribu rapiah), dan setelah di revisi anggaran menjadi Rp.

4.404.212.000,- (empat milyar empat ratus empat dua ratus dua belas ribu rapiah)

yang meliputi:

x100%100%
50%

200%

Capaian =

Capaian •

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana

pada tahun 2018 capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Berdasarkan data tersebut maka realisasi atas indikator kinerja dari sasaran

keempat ini pada tahun 2018 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai

berikut:

Realisasi =   |    x 100%

Realisasi.  100%

Tabel 36

Putusan yang ditindaklanjuti
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Berikut ini rincian tabel realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja

modal DIPA 01 Badan Urusan Administrasi:

204388.718,-

0,-

8.173.409,-

196315309,- |

•„,"J

9536 ,.,

100

99,21

94,08

4.199.823.282,-

51.000.000,-

1.029386391,-

3.119.436691,-

./ ^, •

4.404.212.000,-

51.000.000,-

1.037360.000,-

3315.652.000,-

4.040300.000

26.000.000,-

1.017.000.000,-

2.997306.000,-

wTtalw**i

Belanja

Modal

Belanja

Barang     i

Belanja

Pegawai    ;

,,

3.

2.

•

a.Belanja Pegawai   : Rp. 3.315.652.000,- (tiga milyar tiga ratus lima belas jute

enam ratus lima puluh dua ribu rapiah).

b.Belanja Barang    : Rp. 1.037.560.000,- (satu milyar tiga puluh tujuh jute

lima ratus enam puluh ribu rapiah).

c.BelanjaModal     :Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu jute rapiah).

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunaanya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan honorarium. Belanja

barang yaitu pengeluaran untuk pembeliaan barang dan jasa yang habis pakai

dalam kuran waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeiiharaan dan

perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan

standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang

belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference

(TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja

barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Tabel 37

Realisasi Anggaran Belanja

(DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2019)

2019Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



Pengadilan Negeri Kuala Tungkal (0742) -21202 - 7351000

100

98,49

92,87

95,87

93,37

93,33

93,67

93,77

99,01

81,41

94,08
I

26.890.000

255.081.000

82.124.280

111.432.860

1.078315.000

28.140.000

37.309.814

99373.024

20.353

1.400350.360

3.119.436691

26.890.000

258.980.000

88.425.000

116.237.000

1.155.100.000

30.150.000

39.833.000

106.187.000

25.000

1.493.825.000

3315652.000

Belanja Tunjangan Umum PNS

Belanja Uang Makan PNS

Belanja Tunjangan Betas PNS

Belanja Tunjangan PPh PNS

Belanja Tunjangan Fugsional PNS

Belanja Tunjangan Struktural PNS

Belanja Tunjangan Anak PNS

Belanja Tunjangan Suami/ Istri PNS

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Gaji Pokok PNS

Belanja Pegawai

-' -.•'•:•

511151

511129

511126

511125

511124

511123

511122

511121

511119

511111

51

lt"
9

8

7

6

5

4

3

2

1

1
Tabel 38

Rincian Belanja Pegawai

(DIPA (01) Badan Urusan Administrasi)
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1.037560.000,-   1,029.386591,-.,. 99,21Belanja Barang

100

99,93

97,57

8929

87,30

100

100

99,94

99,87

99,93

91,35

95,05

99,03

96,84

99,99

99,92

100

99,21 ^

0

6.000.000

49.887.000

13.464.000

500.000

1.065.000

34500.000

50.400.000

145.810200

195.732500

4521.000

493.305

77.239.774

9506500

94.359.812

53.632.000

5.955500

280.800.000

1623366391

5320.000

5320.000

6.000.000

49.920.000

13.800.000

560.000

1.220.000

34300.000

50.400.000

145.900.000

195.980.000

4324.000

540.000

81.260.000

9.600.000

97.436.000

53.640.000

5.960.000

280.800.000

1.032.040.000

5320.000

5320.000

Belanja Sewa Rumah Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Belanja Barang Operasional
Lainnya ( konsumsi)

Beianja Jasa Lainnya
Jasa Rohaniawan

Belanja Barang Operasional

Lainnya

Belanja Barang operasional
lainnya Pakaian Dinas

Honor Operasional Satuan Kerja

Belanja Biaya Pemeiiharaan
Peralatan & Mesin,
Pemeiiharaan Kendaraan Roda 2
dan Roda 4 ; PC, Laptop, AC
dan Genset

Belanja Barang Pemeliharan
Gedung Dan Bangunan

Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi (genset)

Langanan Telepon

Langanan Listrik

Belanja Pengiriman surat dinas
via pos

Belanja Keperluan perkanloran :
Internet, Web Hosting, Lisensi
anti virus

Belanja Barang Persediaan
Barang Konsumsi

Belanja Barang Operasional

Lainnya

Belanja Keperluan perkanloran
(Pramubakli, Satpara,

Pengemudi)

Belanja Operasional du
PeneKharaaa Kaater

Belanja Perjalanan Dinas
Penvusunan Anggaran

Belanja    Barang    Noa
OperaamalUnaya    , .

M2H.522141

J02G324111

002F321119

0O2E322191

002E321119

J02D32U19

302D321115

J02C323121

D02C523111

002C321811

0O2B322112

002B322111

B02B321114

D02B321111

J02A321811

002A321119

2A3211U

52

053324119

52

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

" H

1

<

Tabel39

Rincian Belanja Barang

(DIPA (01) Badan Urusan Administrasi)
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2.  DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja barang sebesar Rp. 126.270.000,- (seratus

dua puluh enam jute dua ratus tujuh puluh ribu rapiah) Belanja barang pada DIPA

(03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional

persidangan peradilan.

Tabel41

Realisasi Anggaran Belanja

(DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 2018)

Tabel 40

Rincian Belanja Modal

(DIPA (01) Badan Urusan Administrasi)
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50

0

88,89

0

97,42

94,23

95,65

88,98

99,42

100

98,63

93,83

99,98

99,52

100  1

140.000

0

1.120.000

0

5553.000

2.770500

6.600.000

2.616.000

6.889.900

800.000

20.210.000

4560.000

41.677.000

7.105.600

24.000.000

280.000

160.000

1.260.000

185.000

5.700.000

2.940.000

6.900.000

2.940.000

6.930.000

800.000

20.490.000

4.860.000

41.685.000

7.140.000

24.000.000

Belanja Perjalanan Dinas dalam
kota Pemberitahuan proses
kasasi dan PK ; putusan kasasi
danPK

Belanja Pengiriman surat via pos
surat berkas kasasi dan
Peninjauan Kembali

Belanja Perjalanan Dinas dalam
kota Pemberitahuan proses
banding kepada jaksa/terdakwa;
putusan banding

Belanja Pengiriman surat via pos
surat salinan putusan banding

Belanja Perjalanan Dinas dalam
kota surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan

Belanja Pengiriman surat via pos
surat Penahanan dan
Perpanjangan Penahanan

Belanja Perjalanan Dinas dalam
kota pengiriman surat salinan

putusan

Belanja Pengiriman surat via pos
surat salinan putusan

Belanja Penggandaan dan
Penjilidan Berkas Peikara
Minutasi

Belanja Perjalanan Kimwasmat

Belanja Konsumsi makan
terdakwa

Belanja Perjalanan Dinas dalam
kota pengiriman penetapan hari
sidang

Beianja Barang Konsumsi

Belanja Penggandaan dan
Penjilidan Berkas Perkara

Belanja Honor Advokal Piket
_..,, ,,^1^, ...

058524113

058521114

057524113

057521114

056.524113

056.521114

055524113

055521114

054521211

053524113

053521211

052524113

051521811

051.521211

051522131

•*•#&•>-

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Tabel 42

Rincian Belanja Barang

(DIPA (03) Badan Peradilan Umum)
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4523.865.282

2.228.000

0

^^^s^r. m

20*58^1^

98/24

100

95,30

124.042.000

51.000.000

-ft*.

4.148.823582

126570.000

51.000.000

4553.212.000

Program Peningkatan
Manajemen Peradilan
Umum.

Program Peningkatan
Sarana dim Prasarana
Aparalur Mattamah
Agung.

Program Dukungan
Manajemen      dan
P.laUaeum   Tugas
Teknis Lainnya
Mahismah Agung.

3.

2.

l.

3. REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM
DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu:

•Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.

•Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu:

•Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 43

Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2019
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A.KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2019 merupakan

pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari Renstra Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal tahun 2015-2019. Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun

2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan, capaian strategis yang

ditunjukkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tahun 2019. Berbagai capaian

strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun

analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sudah

terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya dan basil capaian kinerja sasaran yang

ditetapkan secara umum memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan

pengeiolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan

pengawasan. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan

dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Pengadilan

Negeri Kuala Tungkal.

B.REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang

peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal maka diperlukan:

1.Penambahan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang

dibutubkan.

2.Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana.
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gkal

Hi. 1RAMA CHANDRA ILJA. SH.MH.
NIP. 19520810 198303 2 004

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaiuasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil umiakan yang diperiukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

bcronentasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: ACHMAD PETEN SILLSH.MR
Jabatan: Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama: Hj.lRAMA CHANDRA ILJA, SH.MH.

Jabatan: Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
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ten sin,

4,

l,    Januari 2019
Negeri Kuala Tungkal

Hi. IRAMA CHANDRA ILJA. SH.MH.
NIP. 19520810198303 2 004

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi

DIPA 01 Badan Urusan Administrasi
a.Pengeiolaan Keuangan dan Perbendaharaan Rp5.520.000,-
b.Gaji dan Tunjangan                     Rp.2.997.306.000,-
c.Operasional dan Pemeiiharaan           Rp.1.011.480.000,-
d.Belanja Modal                            Rp.26.000.000.-

Jumlah PAGU 01                    Rp.4.040.306.000,-

Anggaran:
Rp.    126.270.000,-

Kegiatan:
1  DI P A 03 Dirjen Badilum
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REVIU rNDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

TAHUN 2019

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Nomor: W5-U3/ I78/OT.0I.02/0I/2020
Tanggal: 20 Januari 2020
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Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019
DIPA 03     Rp.  124.042.000,-      (98,23%)
DIPA 01    Rp. 4.148.823.282,-      (95,30%)

Rp.   4.404.212.000,-

5.520.000,-
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1.DIPA 03 Dirjen Badilum
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RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN ANGGARAN 2020



NIP. 19700410 199603 1 003\
ACHvMAD PETEN SILL SH.MH.

PENGADRN-NEGERI KUALA TUNGKALO)
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: Kuala Tungkal
: 2 Januari 2019
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KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS H

Menimbanga. bahwa  untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor : 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

b.bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun
2019 perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP);

c.bahwa  mereka  yang  namanya  tercantum dalam Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ini
dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas
dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut.

Mengingat: 1.      Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009tentang  perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.

2.Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

3.Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.

KEPUTUSAN KETUA
NOMOR: W5-U3/ 183 /OT.01.02/01/2020

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II



4.Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5.Peraturan Presiden Nomor  :     9 Tahun 2005  tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

6.Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

Mahkamah Agung.

7.Peraturan Presiden Nomor  :   14 Tahun 2005  tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan.

10.Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal No. 005.01.2.098917/2020 tanggal
12 November 2019 dan No. 005.03.2.099222/2020 tanggal
12 November 2019.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1605/SEK/OT.01.2/
11/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Penyampaian Dokumen
SAKIP Tahun 2019 jo Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :
W5.U/3494/OT.01.2/XH/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal
yang sama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL KELAS H TENTANG TIM PENYUSUNAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019.

Pertama      :Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan  penyusunan  Laporan
Kinerja Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas
H Tahun 2019;

Kedua:Tim kerja menjalankan togas  sesuai arahan Ketua, Panitera dan
Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;



EGERI KUALA TUNGKAL^

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Januari 2020

Keempat : Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Setelah selesai dari tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
kembali pada unit kerja masing-masing;

Ketiga



ERI KUALA TUNGK^j^T)

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Sekretaris

Koordinator Adm. Teknis
dan Umum

Penanggung Jawab

Pelindung/Penasehat

Ditunjuk sebagai

Kasubbag
Perencanaan, TL dan
Pelaporan

Kasubbag
Kepegawaian dan

Ortala

Kasubbag Umum dan
Keuangan

Panmud Hukum

Panmud Pidana

Panmud Perdata

Sekretaris

Panitera

Wakil Ketua

Ketua

Jabatan

MAIRINO SUSTRA, S.Kom.

NIP. 19840508 200904 1 006
Penata (III/c)

SULFAYETRI
NIP. 196204141989032001
Penata (III/c)

IRIYANTO, S. H.

NIP. 197209012006041001
Penata (III/c)

EDI SANTOSO, SH.
NIP. 19811103 200805 1 001
Penata (III/c)

ACHMAD USNI, S.H.

NIP. 196811161993031003
Penata (III/c)

M. NAJMI, S.H.
NIP. 196603101989031006
Penata Tk.I(IU/d)

ADRI HELVER RONIARTA, S.E.
NIP. 198410052009041003
Penata (III/c)

JULIANTO, SH
NIP. 19710705 199303 1 005
Penata Tk I (IH/d)

RACHMAWATY, SH MH.
NIP. 19730909 200003 2 003
Pembina (IV/a)

ANDI HENDRAWAN, SH.MH.
NIP. 19770619 200112 1 001
Pembina (IV/a)

Nama / Nip /
Pangkat / Gol

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

No.

Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Nomor: W5-U3/ 183 /OT.01.02/01/2020
Tanggal: 20 Januari 2020

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019


